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PUTUSAN
Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sulastri binti Sarjan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.01, Desa Rantau
Durian 1l, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan
Komering llir, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Wagimen bin Kromo Sumito, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.006, RW. 003,
Desa Kembang Fajar, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan

Komering llir, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22
Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kayuagung, Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 24 Oktober 2018,
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telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai
berikut;
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang
menikah di Desa Rantau Durian Il, pada tanggal 07 Desember 2008,
yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing,
Kabupaten Ogan Komering llir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

1760/50/X11/2008, Tanggal 12-12-2008;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan

Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat

dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di rumah sendiri Tergugat di Desa Kembang Jajar,
selama kurang lebih 9 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat
berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul
layaknya suami isteri (ba’da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak,
bernama Risky Yosa Afandi, berumur 7 tahun, sekarang anak tersebut

dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu antara

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan dan

pertengkaran yang disebabkan:
- Tergugat kurang peduli terhadap si penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering tidak menyelesaikan masalah dalam

musyawarah;

- Tergugat menuduh Penggugat menjalin kasih dengan laki-laki
lain;

- Tergugat suka merusak dan menghancurkan barang-barang
rumah tangga;

- Tergugat kadang-kadang melakukan KDRT pada Penggugat;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan

Tergugat terjadi di rumah sendiri di Desa Kembang Jajar, pada tanggal

20 Februari 2018, berawal dari Pengugat dan Tergugat yang telah
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membangun rumah, kemudian Tergugat meminta tambahan biaya
kepada Penguggat untuk merehap rumah tersebut namun dalam hal ini
Penguggat tidak ingin menuruti kehendak Tergugat lagi sehingga
Tergugat marah terhadap Penggugat dan akhirnya terjadilah
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah itu Penggugat
dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu
antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan satu sama
lain selama kurang lebih 8 bulan dari bulan Februari. Selama itu juga
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada
Penggugat. Sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
7. Selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan

keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat
tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan

perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat

maupun keluarga Tergugat;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang

demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang

sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk

dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan
menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wagimen bin Kromo

sumito) terhadap Penggugat (Sulastri binti Sarjan);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
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Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun
Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi
mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator
dari unsur hakim yang bernama M. Syarif, S.H.l., M.H., ternyata tidak
berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak dengan cara menasihati keduanya dan khususnya kepada Penggugat
pada setiap persidangan, agar dapat kembali rukun dan membina rumah
tangga seperti sedia kala, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut juga
tidak berhasil,

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon
agar proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka kemudian dibacakan
surat Gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui akan terjadinya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak
keberatan diceraikan dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
1760/50/X11/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering llir, yang
telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis
dan diberi tanda bukti (P);
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Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua]

orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten
Ogan Komering llir

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai
kakak kandung, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan
dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk

mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal sendiri;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam

asuhan Tergugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun., setelah itu
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat
dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan
Tergugat sediaman dan terlihat jelas di raut muka Penggugat dan

Tergugat sedang bermasalabh;
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- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat salingsedoaman
sebanyak 2 kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di
rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat kurang
memberikan nafkahnya kepada Penggugat, Tergugat juga kurang
perhatian dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-

laki lain;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama 8 tahun;

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin
komunikasi, tidak saling pedulikan lagi dan tidak lagi menjalankan

kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat,
namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

2. Saksi Il, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten

Ogan Komering llir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai
tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah
sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam
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berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan
adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah sendiri;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai anak 2 orang 1 meninggal dunia;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam

asuhan Tergugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun setelah
itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat

dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung tapi hanya
cerita dari orang-orang saat Penggugat dan Tergugat sedang

berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung 1 kali, saat Penggugat
dan Tergugat sedang berselisih;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan
Tergugat sediaman dan terlihat jelas di raut muka Penggugat dan

Tergugat sedang bermasalabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisin dan bertengkar di

rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui persis yang saksi
ketahui hanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama 8 bulan;

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menijalin
komunikasi, tidak saling pedulikan lagi dan tidak lagi menjalankan

kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat,
namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan

Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat telah dianggap tidak
mempergunakan hak-haknya lebih lanjut di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya, dan selanjutnya

menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, bahwa apabila kedua belah pihak hadir di persidangan maka
harus terlebih dahulu ditempuh prosedur mediasi sebagai mana diatur dalam
ketentuan tersebut. Namun demikian, setelah diadakan mediasi terhadap
Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator dari unsur hakim Pengadilan
Agama Kayuagung, ternyata mediasi tidak berhasil dan tidak mencapai
kesepakatan [vide: laporan hasil mediasi Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Kag];

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tersebut tidak berhasil, namun
sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Penggugat dan
Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dan perdamaian
terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat
memeriksa lebih lanjut mengenai formil dan materiil dari pokok gugatan
Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh
panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil
telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan
demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdata,
maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan
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pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup
merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 [foto kopi Buku Kutipan Akta
Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat], maka harus dinyatakan bahwa di
antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan
perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus
dinyatakan memiliki kompetensi atau “legal standing” untuk duduk sebagai
pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa di
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan

kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada
pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan

meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan cerai yang diajukan
oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus
dinyatakn formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar
keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua
belah pihak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
adalah sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 R.Bg], dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal

1911 KUHPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu di persidangan [vide:
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Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan
formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di
persidangan tersebut diperoleh dari peristiwva yang dialami dan disaksikan
sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut
juga saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya [vide:
Pasal 309 R.Bg], maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat
digunakan untuk menguiji kebenaran dari dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut
di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta mengenai kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

1.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan

pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut,
saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8
bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan sudah tidak pernah
bersama kembali;

2.
Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk

dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga, karena
keluarga dan orang-orang terdekat telah berupaya untuk merukunkan
keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat
diperoleh kesimpulan yang menegaskan bahwa keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P

perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, wa-
rahmah [vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud di dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah
pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila
dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan
menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan
bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah Ushul Figh yang berbunyi:

dlasll cl> Gle paio swlioll €5

yang artinya: “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik

kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni
1996 dengan kaidah hukum yang berbunyi: “bahwa dalam hal perceraian,
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak
telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu
sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal
untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sudah secara maksimal
menasihati Penggugat pada setiap persidangan agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di
antara Penggugat telah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga kaidah
hukum di dalam yurusprudensi Mahakamah Agung RI tersebut di atas telah

terpenuhi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat
dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil.
Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan
hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan
firman Allah SWT di dalam Kitab Suci Al-Quran, yang merupakan pedoman
hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dalam ayat-ayat sebagai

mana berikut di bawah ini:

1? Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 :

o] loiSuud) Lolojl pSunisil o p8J 315 0l aili] rog
poil WY s 8 Ol do>,g 390 o Sin J2zg
-Us)-iiﬂe.

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

1? Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72:

oo oS J 2> L?lgjps_@iu_op_iu_p_guh
wlalall o 058, 9 82829 pais pS2lg

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis
kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari

pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan
beralasan hukum, dan dengan memperhatikan segala sumber hukum dan
pertimbangan-pertimbangan lain sebagai mana terurai tersebut di atas, maka

gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sugra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan
Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 Hijriyah, dan dibacakan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Waluyo,
S.Ag., M.H.l. sebagai Ketua Majelis serta M. Andri Irawan, S.H.l., M.H. dan
Ali Akbarul Falah, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan
dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri

oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
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M. Andri Irawan, S.H.l., M.H. Waluyo, S.Ag., M.H.L.

Hakim Anggota

Ali Akbarul Falah, S.H.I.
Panitera Pengganti

Mastuti, S.H.
Perincian biaya perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 500.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000.-
Jumlah Rp. 591.000,-

Terbilang : lima ratus sembilan puluh satu ribu
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